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Menimbang :

Mengingat

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

ahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah “oo
“‘edan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Fengelolaan Lirbtali
sahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Dasrah iko'a
“ledan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daero
~ota Medan Nomor 1) perlu membentuk Peraturan 4.l
hota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Meoan
tomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Daban
“erbahaya Dan Beracur:;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negiaoo
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 teiieig
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Daiam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentu::
Pengairan (Lembaran Negara Republik Inucne... a
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negaia
Republik Indonesia Nomor 3046); -

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 teriang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoncaia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negava
Republik Indonesia Nomor 5038);

o e e - R L . B R S e S



6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun JD”“’ teniang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta;m 1 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara T:pubiik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 iculang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indornesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembararn 'legara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuilik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lerbaian
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebag 1 mana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ff:rubah:j_n hadua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tenca: g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Sopublik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemioaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tciiang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tamiahian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30C5);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 teniaug
Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamalan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang
Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan
Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Modan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Sumalera
Utara  {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 icntang
Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan Di Wilayvah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalu:iun,
Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Dacrah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Dacrah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
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12,

13.

14,

15

16.

17.

18.

19,

20.

21,

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 200! rentans

o>

Pengelolaan Bahan Berbghaya Dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nonmior 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik iucciesia

Nomor 4153};

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 HNomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tudonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 rentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Hegara
Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 ien wang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayva Dan BReracun
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahurn 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampaic
Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1595 o tang
Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpana:n Lan
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Bereryur:

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Laiina
Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/ 1695 tentang
Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Penguinulan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dus pak
Lingkungan Nomor Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentang
Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah [Sabhan
Berbahaya Dan Beracun;

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Nomor Kep-04/BAPEDAL/09/1995 tentang
Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolalhian,
Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, Dan Lokasi
Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahava Dan
Beracun;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nonior 3
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbic: LDan
Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Hahan
Berbahaya Dan Beracun;




Menetapkan :

223

23.

24,

25.

26.

27.

28.

20,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18
Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengciclaan
Limbah Bahan Berbahya Dan Beracun;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30
Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizina: Dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbaliavo Dan
Beracun Serta Pengawasan Pemulihan  Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Doracun
Oleh Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nowmeo 14
Tahun 2013 tentang Simbol Dan Label Limbah Dahan
Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Reounik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 39j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ireiita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035,

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012
tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daeran Kola
Medan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 3};

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 201 ]
tentang Rencana Tata Ruarlg Wilayah Kota Medau Z0011-
2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun “O10l
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota licdan
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun ZCU!5
tentang Rencana Deétail Tata Ruang Dan Peraiuran
Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lenm:baran
Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tamilaan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Uan
Beracun (Leribaran Daerah Kota Medan Tahun 2016
Nomor 1, Tambahan Lembaran - Daerah Kota Medan
Nomor 1});

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1!
TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAlIAN
BERBAHAYA DAN BERACUN.




Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pengelolazn Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, diserahkar
Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.

Pasal 2

Hal-hal ying menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daeiuls

Medan [Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbal:
Berbahayz Dan Beracun, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

xepada
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Agar setizp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daeral: Koia

Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 April 2016

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 April 2016
SEKRETARIS RAH KOTA MEDAN,

-

SYAIFU fEE—HRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 8.



